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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena ates
Rahmat dan Karunia-Nya maka Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Baral Tahun 2021 sid 2026 dapat terselesaikan

Rencana Straregis (Renstra perubahan) Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026 adalah dokumen
perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung barat.

Renstra ini merupakan gambaran akan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan
menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dalam
5 {lima) tahun yaitu 2021 — 2026

Dengan fersusunnya Renstra ini diharapkan akan terciptanya koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Kabupaten Tanjung Jabung barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor
dan subsektor lainnya guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah, peningkatan
pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian diharapkan akan
mampu memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dan isu global yang menjadi komitmen
nasional.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besamya kami sampaikan
kepada semua pihak, khususnya kepada saudara-saudara Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
- Seksi dan Kepala Sub Bagian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tamung Jabung Barat yang telah berpartisipasi dalam mempersiapkan dan merumuskan
kebijakan pembangunan bidang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dituangkan
* dalam Renstra ini
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BAB |

PENDAHULUAN

11 LATAR BELAKANG
- Rencana Stralegis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bag)
penyempumaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun
dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda
Berbagai pertimbangan mendasar perlu digariskan dalam penyusunan Renstra
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2021-2026. Sebagaimana dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa
dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah, dimaksudkan bagi tedaksananya otonomi daerah. Otonomi yang lahir sebagai
tuntutan reformasi disatu sisi menjadi jawaban terhadap keinginan daerah yang selama
ini kurang didengarkan, tetapi disisi lain menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
khususnya terhadap rakyatnya dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya bahwa menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ditetapkan
adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau
pembaiasan wewenang yang berada dalam batasan pemerintah daerah dan pusat.
_ Dalam konteks membangun kepercayaan dan partisipasi rakyat kepada pemerintahnya
| yang mempunyai akuntabilitas kepada sefuruh stakeholder.
Bahwa untuk melaksanakan wewenang yang dimaksudkan, Dinas Peﬁ:mahan
~dan Kawasan Pemukiman Kabupaten 'Tanjang Jabung Barat selaku msm petakséna ; :
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat membutuhkan suatu perencaﬂaaﬁ‘ :

yang menyeluruh yang dapat duadikan sebagax pedoman daiam meiaksanakan tugas_

pembangunan




- GKPD ol rasing i Saian Vet

wamaﬁaaa tahunan. Rencana Kma Tammaﬁ ﬂuar; Keqa Pafmai

m mwmemwwmawmampw
Daerah (Ren;a SK?U) Ran;a SKPD dibuat dengan mem;)edamaﬂ )tabs;akawm .
(KU) - _ APBD, KU - APBD dibuat Wmﬁ mmw z:m:; Kabupalen Tarjung
Jabung Barat Gengan Pemerintah Kabupaten Tarjng Jabung Baral
Untuk memudahkan pemahaman lefhaéap substansi ﬁw ﬁaﬁ RF’;MD Satuan
Kera/RENSTRA - SKPD serta arah kebijekan yang ditempuh daiam vk ewkan

maka disusun pola pikir sebagaimma gambar 1 berikut ini

Visi dan Misi
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GAMBAR 1

POLA PIKIR DAN PROSES PENYUSUNAN RPJMD SATUAN KERJA
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Dari gambar di atas terlihat bahwa RENSTRA - SKPD merupakan suatu perencénaan

jangka menengah (RPJM). RPJM merupakan bagian yang tidak terpisahkan' da!am:

- mencapai RPJP. Selanjutnya dari RENSTRA - SKPD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

. RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAK TAHUN 2021-2026

i {Renja - SKPD) yang mem‘pakah Rencana Kerja Tahunan. Renja - SKPD yang dibuat

Kesepakatan Internal
Kesepakatan Eksternal &
<: Dukungan
Perguruan Tinggi ;



“harus mengacu kepada RENSTRA - SKPD dan berpedoman kepada Kebijaksanaan
Umum (KU - APBD).

KU - APBD dibuat berdasarkan kesepakatan Peméﬂniah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. KU — APBD mémpakan
pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. DPRD Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dalam menentukan Plafon Anggaran, skala prioritas program dan kegiatan
yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun Anggaran yang akan datang.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah Rencana Lima Tahunan ke depan yang
menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Program dan Kegiatan Daerah berdasarkan
Tolak Ukur Kinerja. RENSTRA yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja harus
mendukung RENTSRA yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
RENSTRA Satuan Kerja ini harus dapat diimplementasikan dan dipertanggung jawabkan
(diakuntabilitas).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA - SKPD, merupakan dokumen perencanaan
Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lma) tahun. Dalam penyusunan
RENSTRA-SKPD harus melibatkan semua Stake Holder dengan harapan seluruh Stake

Holder bertanggung jawab atas keberlanjutan RENSTRA itu sendiri.

| Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah bersifat indikatif.
Renstra SKPD disusun berpedoman pada RPJMD dalam hal ini RPIMD tahun 2021- '
2026 sesuai dengan visi dan'mi"si» Bupati terpilih, Renstra SKPD memiliki keterkaitan

- yang saling mempengaruhi dengan RPJMD diménavkomponen ~komponen di dalam =
- Renstra SKPD. i ' ‘ 7 '
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Seagaimana telah diruah
terakhir dengan peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pemangunan Daerah,

10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkiatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

12. Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi
dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah;

13. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 32 /prt/m/2016
tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; |

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/PRT/M/ 2014
tentang standar Peiayanan Minimal idang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

186. Peraturan Daerah Kabupaten Tan;ung Jaung Barat Nomor 14 tahun 2608 temang

Orgamsas d‘an Tata Keqa Dmas Daerah




17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Di samping Landasan Normatif, dalam pengawasan RENSTRA juga didasarkan

pada landasan materil sebagai berikut :

a.  Masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi Bagian maupun Subdin-subdin
dalam setiap pertemuan yang dimaksudkan untuk menentukan arah pembangunan
jangka panjang bidang ke PU an dalam konteks perkembangan wilayah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

b.

identifikasi Perumusan Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 oleh Tim
Penyusunan Perencanaan Strategik dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten

Tan}urig Jabung Barat.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Sebagai acuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan stakeholder dalam

menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2021-2026) sebagai pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan).
Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta masyarakat dan instansi terkail lainnya
~ untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun ke depan.
Tujuan '
Epe :,'»"l Mapun %u}ua,n disusunnya Rencana Srategis Dinas Perumahan dan Kawasan‘

PRl Pemukman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : V
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Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat seria Pimginan Pemenntah

Daerah dalam menyusun program secara terpadu fingkup dinas dan antar Cinas

(;

; [ indi -~ 3 o inni ; N P,
f Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perumahan Gan awasan

Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menunjang pembangunan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kunun waktu 5 (ima) tahun.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Agar penyusunan Renstra ini lebih terarah, terpadu dan menyeluruh maka
sis?.ema%&a penulisan disusun sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
A L atar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra
: D Sisiemaiika Penulisan Rencana §3razegis
£ BAB il. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

- PERMUKIMAN




A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

8. Sumber Daya Perangkat Daerah

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

D. Tantangan dan Peltuang Pengembangan Peiayahan Perangkat Daerah
BAB L PERMASALAHAN DAN {SU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

B. Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilin

C. Telaah Telaahan Renstra KiL Dan Renstra SKPD Provinsi

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Telaahan KLHS

E. Penentuan isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BABYV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB V1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB Vil. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB Viil. PENUTUP
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BAB i
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).
Reformasi birokrasi pada tatanan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan implementasi
otonomi daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,
demokrasi, keadilan dan pemerataan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk penyelenggaraan pemerintah daerah
salah satu elemen strategis adalah kelembagaan disamping urusan, sumberdaya aparatur dan
elemen pendukung lainnya. Kelembagaan perangkat Daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dalam pasal 120 sampai dengan pasal 128, yang
mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh
perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan
koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk
inspekloral, unsur perencana yang diwadahi dalam benluk badan, unsur pendukung lugas kepaia
daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi

dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas
daerah.

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diterbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Paerah. Peraturan

Pemerintah tersebut memuat hal — hal pokok tentang organisasi perangkat daerah.

EK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 202 1-2026 11




Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 60 Tahun ‘
2016

10 mem

punyai tugas pokok membanty Bupati dalam melaksanakan Perumusan perencanaan
teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman yang meliputi;
Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menyelenggarakan Pengelolaan  Unit

Pelaksana Teknis Daerah dan Ketatausahaan serta tugas jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
D. penyelengaraan urusan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
c. perencanaan program di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Perumahan dan Kawasan

Pemukiman,;

e. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk

kepentingan pelaksanaan tugas;

b

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas memeberikan pelayanan teknis dan administrasi keada seluruh
unit kerja di lingkungan Dinas perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas secretariat mempunyai
fungsi :

a. Koordinasi penyusunan rencana , program dan anggaran dan pelaporan;
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-
.

d.

e

pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi ketataausahaan,
kepegawaian, penataausahaan asset dan perlengkapan , kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsiapan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHp;
Koordinasi dan penyusunan peraturan perudang-undangan;

Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya..

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Dinas yang beradan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaa, Evaluasi dan Pelaporan Progaram;

2) Sub Bagian Umum dan Keuangan.

2. Kassubag Umum dan Keuangan

Sub bagian umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keegawaian,

ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan dan

keuangan.

a.

b

.

RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian meliputi
kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi kepangkatan, cuti,
disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi
pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi

kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntasi, verifikasi,

dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);



e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan  administrasi kepegawaian,

ketatausahaan, peraturan perundang-undangan [tatalaksana,dan hubungan masyarakat;

f. Me!akukan penge!olaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaiji pegawai

pengendalian keungan, pengujian dan penertiban Surat Perinntah Membayar (SPM),

,perbendaharaan‘, ‘akuntasi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan

Keuangan;

g Mélakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, penge!olaan
inventaris barang milik Negara dan penyusunan laporan asset:
h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup
fugas;dan
j. Melakukan tugas lain yang diberkan oleh atasan terkai dengan tugasnya.
3 Subbagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program
Subbagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan
Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program
a. Melakukan penyiapan Bahan peumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan
pelaporan program;
b. Melakuakan penyipan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan
- rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
¢. Melakukan penyiapan dan pegumpulan bahan dari Bidang-bidang untuk bahan rumusan
kebijakan tekhis dan operasional rencana kerja; |

; d. Melakukan penghimpunan , pengelolaan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian

kinerja;
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e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran
APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi, pusat secara lintas program;

f  Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kerja(Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);dan

g. Melakukan tugas lain yang diberkan oleh atasan terkai dengan tugasnya.

4. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan

petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitas, pendataan dan pengendalian, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan.

a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan rogram dan rencana kerja di

bidang perumahan ;

b. Menyediakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi pemantauan
dan evaluasi pengembangan perumahan meliputi penyediaan perumahan terkena relokasi,
penyediaan rehabilitasi perumahan korban bencana menyiapkan kawasan siap bangun

dan lingkungan siap bangun;

¢. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan
dan evaluasi pembiayaan perumahan meliputi skema bantuan pembiyaan pembangunan

perumahan, dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layyak huni;

d. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan
dan evaluasi pendataan dan pengendalian perumahan meliputi penertiban izin

pembangunan pembangunan perumahan dan penertiban sertifikat kepemilikan Bangunan

Gedung Sekolah (SKBG); dan




e. Melakukan tugas lain yang diberkan oleh atasan terkai dengan tugasnya dan fungsinya.

. Seksi Pengembangan Perumahan

Seksi pengembangan perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan , fasilitas penyediaan dan rehabilitasi

serta penyiapan kawasan siap bangun (Kasiba)dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba)

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seks,

b. Melakukan pemyiapan baan perumusan kebijakan dan petunjuk lingkup pengembangan
perumahan;

c. Melakukan kebijakan lingkup pengembangan perumahan;

d. Melaksanakan Fasilitas penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi;

e. Melaksanakan Penyediaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;

f. Melaksanakan penyiapan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (Kasiba dan
Lisiba)

g. Melakukan koordiasi pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan
perumahan;

h. Melakukan tugas lain yang diberkan oleh atasan terkai dengan tugasnya dan fungsinya.

. Seksi Pembiayaan Perumahan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis

pelaksanaan kebijakan, menyiapkan bantuan pembiayaan dan bantuan rehabilitasi rumah dan

tak layak huni lingkup pembiayaan perumahan

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup pembiayaan

perumahan;

c. Melaksanakan Kebijakan lingkup pembayaran perumahan;




Menyiapkan skema bantuan pembiayaa pembangunan perumahian,

Melaksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

dan

. Melakukan tugas lain yang diberkan oleh atasan terkai dengan tugasnya dan fungsinya.

7. Pendataan dan Pengendalian Perumahan

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan
kebijakan, memfasilitasi penertibn izin dan SKBG, melkasankan pendataan, koordinasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendataan dan Pengendalian Perumahar.

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencanan Kerja dan anggaran seksi;

D. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan etunjuk teknis lingkup pendataan dan

pengendalian perumahan;

Menfasilitasi penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan;

d. Melaksanakan kegiatan Pendataan rumah tidak layak huni;

e. Memfasilitasi penertiban Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);

f. Menyiapkkan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas;

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendataan dan pengendalian

perumahan; dan

h. Melakukan tugas lain yang diberkan oleh atasan terkai dengan tugasnya dan fungsinya.
8. Bidang Kawasan Permukiman
Melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan,

melaksanakan pembanguanan, penangan, pencegahan, pengembangan, koordinasi

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permkiman.
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Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan Pelaporan lingkup pembiayaan perumahan,



a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja
dibidang kawasan permukiman;

b. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, kordinasi, pemantauandan evaluasi
prasarana dan sarana utilasi umum meliputi pembangunan sarana prasarana utilasi
umum, sertifikasi registrasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan
dan perencanaan rumah serta perencanaan uilasi umum tingkat kemampuan kecil;

c. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi pemantauandan
evaluasi penanganan kawasan permukiman kumuh meliputi penataan dan peningkatan
kualitas kawasan Permukiman kuuh dan pencegahan perumahan perukiman kumuh,

d. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi dan pemantauan dan
evaluasi pengembangan kawasan permukiman meliputi pengebangan kawasan
permukiman dan rekomendasi izin pembangunan pengembangan kawasan Permukiman;
dan

e. Melakukan tugas lain yang diberkan oleh atasan terkai dengan tugasnya dan fungsinya.

9. Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis , pelaksanaan

kebijakan, melaksanakan pembangunan, sertifikat dan registrasi, koordinasi dan pemantauan,

evaluasi dan pelapaoran lingkup prasarana dan sarana utilitas umum

a. Melkukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

b. Melaksanaka penyiapan bahan perumusan  kebijakan danpetunjuk teknis lingkup
Prasarana dan sarana utilitas umum;

¢. Melaksanakan Kebijakan Lingkup prasarana dan sarana utilitas umum;

d. Melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana uttilitas umum Perumahan;
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h.

Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan
perancangan dan perencaan rumah serta persencanaan utilitas umum tingat kemapuan
keci,

Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup tugasnya

Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait seseai lingkup tugasnya;

dan

Melakukan tugas lain yang diberkan oleh atasan terkai dengan tugasnya dan fungsinya..

10.Seksi Penanganan Kawasan permukiman Kumuh

a.

b.

o

f.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi,
Melaksankan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup
penanganan kawasan permukiman kumuh;

Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
Melaksanakan pencegahan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman

kumuh;

Melaksankan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan

kawasan permukiman kumuh; dan

Melakukan tugas lain yang diberkan oleh atasan terkai dengan tugasnya dan fungsinya.

11.Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.

a.

b.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup pengembangan

kawasan permukiman;

Melaksanakan kebijakan pengembangan Kawasan Permukiman;

Memberikan rekomendasi isin pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman




e. Melaksankan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelpaoran |

kawasan permukiman; dan

f.

Struktur Organisasi

Melakukan tugas lain yang diberkan oleh atasan terkai dengan tu

ingkup pengembangan

gasnya dan fungsinya,

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat

mempunyai struktur organisasi sebagai berikut

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAR DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
]
i |
KASUBBAG KASUBRAG
UMUM, dan PERENCANAAN,
KEUANGAN EVALUASI, dan
PELAPORAN
PROGRAM,
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN
SRR | TR |
KEPA]LA SEKSI KEPALA SEKSI
PENGEMBANGA ] PRASARANA
N PERUMAHAN DAN SARANA
UTILITAS
KEPALA SEKSI] KEPALA SEKSI
PEMBIAYAAN | 4 PENANGANAN
PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PENDATAAN DAN L_ PENGEMBANGAN
PENGENDAILIAN KAWASAN
PERUMAHAN PERMUKIMAN




1. Kepala Dinas
2. Seketaris Dinas, membawahi :
a. Sub bag Umum dan Keuangan

b. Sub bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Perumahan
a. Seksi Pengembangan Perumahan
b. Seksi Pembiayaan Perumahan
c. Seksi Pendataan dan Pengendalian Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman
a. Seksi Sarana dan Prasarana Utilasi Umum
b. Seksi Penanganan Kawasan permukiman Kumuh
c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
2.2.1 Komposisi dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
1) Jumlah Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ada 74 Orang terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil sebanyak : 22 Orang
b. Pegawai TKS/TKK (Honorer) sebanyak : 52 Orang
2) Pendidikan terakhir aparatur

d. Strata 2 (dua) sebanyak

: 1 Orang
a. Strata 1 (satu) sebanyak : 12 Orang
b. Diploma 3 (tiga) sebanyak : 1 Orang
c. SMA sederajat sebanyak : 8 Orang

2.2.2 Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

B e —
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a. Golongan IV, sebanyak 1 Orang terdiri dari :
- Golongan IV/a  :1 Orang

b.  Golongan llIl, sebanyak 16 Orang terdiri dari :

i

Golongan lll/d 6 Orang

i

Golongan lll/c 4 Orang

1

Golongan lli/b  : 1 Orang

Golongan lil/a  : 5 Orang
c. Golongan Il, sebanyak 5 Orang terdiri dari :
- Golongan ll/d  : 3 Orang
- Golonganlllc  :1 Orang
- Golongan lilb :1 Orang
2.2.3 Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
a. Sarjana (S2), sebanyak 1 Orang yakni Sarjana Hukum
b. Sarjana (S1), sebanyak 12 Orang terdiri dari :

= Sarjana Manajemen Pembangunan: 1 Orang

- Sarjana Tekhnik : 3 Orang
- Sarjana Ekonomi : 4 Orang
- Sarjana Komunikasi : 2 Orang
- Sarjana Arsitek -1 Orang
- Sarjana Humaniora : 1 Orang
c. Sarjana Muda (Diploma) -1 Orang

d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 8 Orang
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23 KINERJA PELAYANAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Bearat dalam
melaksanakan 1 (satu) Urusan Pemerintahan dengan sumber dana berasal dari APBD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, APBD Provinsi Jambi dan APBN. Urusan Pemerintahan
yang dilaksanakan terdiri dari :

a. Terwujudnya Infrastruktur dan Peningkatan Permukiman yang Tertata

b. Terwujudnya Lingkungan yang sehat dan aman didukung prasarana sarana utilitas

¢. Terwujudnya rumah layak huni

Adapun tingkat capaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tanjung Jabung Barat berdasarkan sasaran/target Renstra Periode 2016-2021 dapat dilihat

pada Tabel 2.3 sebagai berikut:
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PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Target
NSPK

Target

Target
Indikat
or
Lainny

Target Renstra Perangkat

Daerah Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

2

4

5

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3

oo
4

——

| 5

10

11

12

14

15

16

17 18 19

|
i 20

Persentase Jalan

lingkungan dan
Jembatan dalam
kondisi baik

65%

50% | 55% | 58%

60%

45%

50%

53%

55%

90,00 | 90,91 | 91,38

| 91,67

100%

80% | 85% | 90%

95%

50%

60%

70%

75%

62,50

1 78,95

85%

65% | 70% | 75%

80%

65%

70%

75%

80%

i
|

85%

65% | 70% | 75%

80%

20%

23%

25%

30% | _

30,77 | 32,86 | 33.33

37,50
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Undang-

undang
No. 26
Persentase RTH Tahun
T Kota Y895 2007 85% 30% | 50% | 60% | 75% 20% | 45% | 50% | 55% 66,67 | 90,00 | 83,33 | 75333
Tertata tentang :
Penataan
ruang
Pasal 29
Tertatanya kawasan
kumuh dan
tersedianya
kebutuhan 70% 50% | 55%
i 5 b 6 o | 60% | 65% 10% | 13% | 15% | 25%
e o 20,00 | 23,64 | 25,00 | 4o 46
berpenghasilan




14 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

" infrastruktur diharapkan dapat mencapa 3 tujuan strategis yaitu:

31

kan Resesahteraan Masyarakat

3 Nenngkatkan Kualitas Lingkungan

Sehingga pemangunan infrastruktur bukan hanya harus dirancang dan dilmplementasikan secara
sistematis tapi uga harus berkualitas sehingga mampu menciptakan dan membuka peluang untuk

mendapatkan keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, dan meningkatkan layanan publik.

Tantangan untuk menciptakan dan membuka peluang di atas dihadapi dengan memberikan
pelayanan kepada masyarakat di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ialah :
2141, Tantangan

1. Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan.

2. Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah dalam menyediakan perumahan layak huni dan
permukiman.

3. Peran akiif masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara prasarana dan sarana perumahan
belum optimal.

4 Pengentasan Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

5. Tingginya biaya pembangunan infrastruktur dan perumahan di 6 Kecamatan (Seberang Kota,
Kuala Betara, Tungkal liir, Pengabuan, Bram itam, Senyerang)

8. Secara Geografis di 6 Kecamatan (Seberang Kota, Kuala Betara, Tungkal llir, Pengabuan, Bram
itam, Senyerang) berada di pesisir sungai dengan kultur tanah bergambut.

242 Peluang

1. Adanya Peraturan Pemenntah yang Mendukung adanya Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Terbukanya potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi masyarakat apabila
infrastruktur penuniang dalam kondist yang baik

Adapun nggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan perangkat Daerah Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertuang pada Tabel, 2.4 sebagai berikut:
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BAB lll

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
34. IDENTIFIKAS| PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kabupaten Tanjung Jabung Barat melayani pembangunan infrastruktur di Perumahan dan

Kawasan Pemukiman.

a. Permasalahan di Bidang Perumahan

1

Terbatasnya tenaga teknis lapangan

Kurangnya tenaga teknis untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan perumahan
Kurangnya penyusunan rencana teknis pengembangan perumahan

- Tidak terkelompoknya sebaran perumahan di satu lokasi

Tingginya biaya pembangunan infrastrukiur dan perumahan di 6 Kecamatan (Seberang
Kota, Kuala Betara, Tungkal llir, Pengabuan, Bram ltam, Senyerang)

Tidak tertatanya bangunan perumahan di wilayah Kecamatan Tungkal llir

b. Permasalahan di Bidang Kawasan Pemukiman
- Terbatasnya tenaga teknis perencanaan

- Kurangnya tenaga teknis untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan

permukiman

- Kurangnya penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman

- Penataan dan peningkatan pengurangan kawasan permukiman kumuh yang belum

maksimal dikarenakan keterbatasan biaya dan luasan kawasan kumuh yang masih

banyak

Jarak yang jauh antara satu permukiman ke permukiman yang lain
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- Secara Geografis di 6 Kecamatan (Seberang Kota, Kuala Betara, Tungkal llir,

Pengabuan, Bram Itam, Senyerang) berada di pesisir sungai dengan kultur tanah

bergambut

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TERILIH

3.21. Visi Pembangunan Daerah
Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2016-2021

telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu :

“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2026”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)
3.2.2. Misi Pembangunan Daerah
Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut di atas, maka ditetapkan 4
(empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 sebagai
berikut :
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota
Adapun pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung
Baral, lebih menitikberatkan pada Misi yang kelima, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 60 Tahun 2016 mempunyai

T S e S B SRS SR
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wgas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Perumusan perencanaan leknis, pembinaan,
pembangunan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
32.3. Tujuan dan Sasaran
3.2.3.1. Tujuan Pembangunan Daerah
Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis
operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka
tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Misi kelima adalah Mengurangi
kesenjangan pembangunan desa dan kota.
Dengan sasasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan
dalam lima tahun kedepan yang bentuk arahannya sebagai berikut:
1. Tersedianya infrastruktur dasar bagi masyarakat
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana umum bagi perumahan
3. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota

4, Peningkatan kualitas permukiman

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROVINSI
Tujuan dan Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:
1.3 Tujuan dan Sasaran Kemeterian Umum dan Perumahan Rakyat
A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang
terpadu, berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan
pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan

kawasan perdesaan

B. Menyelenggarakan Pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk
konektivitas nasional guna meningkatkan produktifitas dan pelayanan sistem logistic
nasional bagi penguatan daya saing di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan
koneklivitas daratan dan maritime.

e —
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C. Menyelenggarakan pembanguan bidang perkerjaan umum dan perumahan rakyat untuk
mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup

manusia indonensia sejalan dengan prinsip “Infrastrukiur untuk Semua’

D Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan
kesekretariatas serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan
pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien,

transparan dan akunlabel,
2.3 Sasaran Strategis

A. Meningkatkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam
mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energy

B. Konektivitas bagi penguatan daya saing

Layanan infrastrukiur dasar

o

D. Keseimbangan pembangunan antar daerah, anatr sektor dan antar tingkat pemerintah
sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat

34 TELAAH RENCANA TATA RUANG WIL AYAH DAN TELAAHAN KLHS
341, TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Sesual dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan Pemerintah daerah
berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Sehingga secara khusus ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi Perumahan dan Kawasan

Permukiman secara optimal Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung
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Jabung Barat tercantum dalam Paragraf tujuh Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 41

yang berisikan

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g meliputi:
a. Kawasan permukiman perkotaan; dan

b. Kawasan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kawasan permukiman perkotaan Tungkal IV Kota, kawasan permukiman perkotaan
Tungkal Il kawasan permukiman perkolaan Tungkal [Il dan Perkolaan Tungkal Harapan di
kecamatan Tungkal llir;

b. kawasan permukiman perkotaan Tungkal V di Kecamatan Seberang Kota;

. kawasan permukiman perkotaan Mekar Jaya, kawasan permukiman perkotaan dan
kawasan permukiman perkotaan Pematang Lumut di Kecamatan Betara,
d kawasan permukiman perkotaan Tebing Tinggi dan kawasan permukiman perkotaan

Purwodadi di Kecamatan Tebing Tinggi;

e. kawasan permukiman perkotaan Teluk Nilau di Kecamatan Pengabuan;

f kawasan permukiman perkotaan Senyerang di Kecamatan Senyerang;

g. kawasan permukiman perkotaan Betara Kiri di Kecamatan Kuala Betara;

. kawasan permukiman perkotaan Merlung dan kawasan permukiman perkotaan Tanjung
Paku di Kecamatan Merlung;
kawasan permukiman perkotaan Pelabuhan Dagang dan kawasan permukiman perkotaan
Taman Raja di Kecamalan Tungkal Ulu,

i kawasan permukiman perkotaan Lubuk Kambing di Kecamatan Renah Mendaluh;

. kawasan permukiman perkotaan Dusun Kebun di Kecamatan Batang Asam;

I, kawasan permukiman perkotaan Bram Itam Kiri dan kawasan permukiman perkotaan

Pembengis di Kecamatan Bram ltam; dan

m, kawasan permukiman perkotaan Rantau Badak di Kecamatan Muara Papalik.
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permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Telaah
Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

s e e g i

—

~Rencana Tata Ruang S AP
ke wnayah terkait Tugas dan Pe";;s;éaaan Pelayanan — G GRS e
f Fungsi SKPD abupaten Penghambat Pendorong
8 S @) g BTN s
i " Kawasan permukiman | - Penataan Kawasan Kumuh | - Kompleksnya - Merupakan program ;
| perkotaan permasalahan perkotaan |  unggulan Pemerintah Daerah |
f khususnya di Daerah yang tertuang dalam
; pesisir dan gambut yang dokumen perencanaan dan
3 ; membutuhkan tingginya menjadi target Provinsi dan
i l \ biaya pembangunan Nasional.
i 2 1 Kawasan permukiman | - Sarana Prasarana | - Cukup luasnya wilayah - Merupakan sentra
| pedesaan Infrastruktur belum | administrasi kabupaten perkebunan, pertanian dan
? { memadai dan beberapa kecamatan perikanan yang menjadi
g ! menmiliki karakteristik faktor unggulan Kabupaten
§ ] geografis pesisir dan dalam perekonomian.
i ‘ gambut.
3 |

3.4.2. TELAAHAN KLHS

Untuk mewujudkan telaahan KLHS dalam program dan kegiatan Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman, maka isu-isu pembangunan dipengaruhi oleh kebijakan dan rencana

pembangunan sebagai berikut:

A. Pembangunan Rumah Layak Huni untuk meningkatkan kualitas perumahan di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

B. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan drainase

perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

C. Pengentasan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai

berikut:
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»  Pelaksanaan Peningkatan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.




BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

44. TUJUAN DAN SASARAN
Sesuai dengan visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Barat, Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman berkontribusi dalam pencapaian misi kelima dalam RPJMD Kabupaten
Tanjung Jabung Barat yaitu Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota.
Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tanjung Jabung Barat berperan aktif dalam melaksanakan pencapaian sasaran yang ada

dalam RPJMD yang merupakan Tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

411  Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai
dalam jangka waktu sampai lima tahun. Secara rinci visi yang ditetapkan selama kurun waktu
lima tahun adalah sebagi berikut:

Terwujudnya Kawasan Perumalian dan Permukiman yang Layak Hurmi,
Berkualitas dan Berkelanjutan
Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi beberapa sasaran dan

ditetapkan menjadi indicator-indikator utama (IKU) seperti yang diuraikan pada tabel berikut:
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Tujuan,. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

3% ]

dan registrasi bidang
perumahan dan
permukiman

Tujuan Sasaran Strategis Indikator kinerja
Tersedianya Persentase rumah layak huni
Perumahan Layak Huni | dalam  lingkup perumahan
swadaya
Meningkatnya Persentase  perumahan  yang
infrastuktur dasar terfasilitasi PSU
perumahan dan
Terwujudnya  Kawasan | permukiman
Perumahan dan
Permukiman yang Layak Persentase Penurunan Kawasan
Huni permukiman Kumuh di bawah
10 Ha
Meningkatnya Persentase registrasi dan
pelayanan, sertifikasi, | sertifikasi  yang diterbitkan
kualifikasi, klasifikasi sesuai Ketentuan dan

Perundang-undangan

RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN ""' g 3 »

Adapun tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupate

Jabung Barat adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi

Program Pemerintah Kab/Kota .

b. Tersedianya perumahan yang terfasilitasi PSU

¢. Meningkatkan Kualitas lingkungan yang didukung dengan PSU di Kawasan Permukiman

Kumuh sebagai wujud pengentasan kawasan permukiman kumuh

41.2 Sasaran

Adapun sasaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung

Jabung Barat sebagai penjabaran dari Tujuan dari poin sebelumnya adalah sebagai berikut :

n Tanjung



Tujuan, Sasaran dan In

Tabel 4.2

dikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permuki

man Kabupaten Tanjung Jabung Barat

pelayanan, sertifikasi,
kualifikasi, klasifikasi dan
reglstrasi bidang
perumahan dan
permukiman

diterbitkan sesual
Ketentuan dan
Perundang-undangan

Indikator Kinerja Tujuan . Kondisi
No T jatuj
ujuan Sasaran Renstra dan Sasaran Bidang Awal 2022 2022 2023 2024 2025 2026
; 1, Persentase rumah
f Terseanya Perumahen | lyak unl dlam Ingop Bemg | gim | sete | ssth | 86 ost% | 98t%
perumahan swadaya
2. Persentase perumahan Bidang
Meningkatnya yang terfasllitasi PSU Perumahan 60% 18&0% 20% i % $00%
9 Terwujudnya infrastuktur dasar
Kawasan perumahan dan 3. Persentase Penurunan -
Perumahan dan permukiman Kawasan permukiman ang 9,85 H 10% 10% 10% 10% 1
Permukiman yang Kumuh di bawah 10 Ha Permukiman ey 0 0%
Layak Huni
3 Meningkatnya 4, Persentase registrasi Bidang 0% 100% 100% 100% 100% 100%
dan sertiflkasi yang Perumahan




pada tabel di atas, Target yang akan dicapai pada Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja

F perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dijabarkan di

pawah il

1. Target indicator Kinerja pada Persentase rumah layak huni dalam lingkup perumahan
swadaya merupakan persentase rumah layak huni yang telah direhabilitasi di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat. Dasar utama dari pemenuhan Rumah Layak Huni ini adalah data
yang telah terinput dalam aplikasi e-RTLH, sehingga tolak ukur dari persentase ini adalah

pembagian dari jumlah layak huni yang telah direhabilitasi dengan total data e-RTLH

tersebut.

2. Target Indikator Kinerja Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU merupakan
penunjang dari pelayanan dasar masyarakat. Pada saat ini, Perumahan yang tedapat di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 15 perumahan akan tetapi pada kondisi awal
Tahun 2021, perumahan yang telah menghibahkan asset ke Pemerintah Daerah
sebanyak 9 Perumahan. Sehingga pada Tahun 2022-2026, Target yang akan dicapai
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah
menyelesaikan 6 Perumahan yang tersisa agar dapat diselesaikan Hibah asetnya ke
Pemerintah Daerah sebagai dasar utama agar capaian seluruh 15 perumahan di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan terfasilitasi PSU terlaksana.

3. Target Indikator Kinerja Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh di bawah
10 Ha setiap tahunnya di targetkan akan berkurang 10% pertahunnya, sehingga pada
lima tahun kedepan dinas menargetkan 50% dari kondisi awal sebesar 9,85 ha, artinya

pengurangan sebesar 4,925 ha yang ditargetkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

m
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/4 Target indicator kineria Persentase registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai
Ketentuan dan Perundang-undangandimaksudkan untuk para developer yang akan
melakukan pengembangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan dari target ini
adalah agar Dinas mengeluarkan rekomendasi untuk pengembang, sehingga dalam

turan dan ketentuan yang

pelaksanaan nantinya pengembang dapat mentaati pera

berlaku.




51.1

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN SKPD

Strategi

Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah perumusan strategi

sebagai hasil penetapan alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Strategi dapat

dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap kondisi-kondisi yang diperkirakan akan

timbul dikemudian hari, bersifat fluktuasi pada saat pengimplementasian tujuan dan sasaran yang

dimaksud. Dengan perumusan tersebut dapat diperoleh sistim dan metode yang terbaik, proaktif

dan vision oriented untuk mengantisipasi keadaan mendatang. Dalam rangka pencapaian tujuan

dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

maka strateginya diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijaksanaan, program-program

strategis dan kegiatan.

54.2 Arah Kebijakan

Mengacu kepada struktur penulisan visi, misi hingga kepada pemyataan tujuan dan

sasaran, maka secara logis harus diikuti dengan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Kebijaksanaan meliputi ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang
berlaku antara Sub Dinas, Bagian dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan perumusan
strategi sebagai cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas Dinas

Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026,

ditetapkan sebagai berikut:
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Tabel 5.1

Sasaran

Tujuan
Terwujudnya ~ Kawasan
Perumahan dan

Permukiman yang Layak
Huni

kgl o

RENSTRA DINAS

Tersedianya Perumahan
Layak Huni

Meningkatnya
infrastuktur dasar
perumahan dan
permukiman
Meningkatnya
pelayanan, sertifikasi,

kualifikasi, klasifikasi dan

registrasi bidang
dan

Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2026

Pemerataan Pemabangunan D

it
Persentase rumah layak

[
Persentase perumahan

perumahan
W

PERUMAHAN DAN KAWAS P

Strategi :

huni  dalam lingkup
perumahan swadaya

ang terfasilitasi PSU

Persentase Penurunan
Kawasan permukiman
Kumuh di pawah 10 Ha
Persentase registrasi
dan sertifikasi yang
diterbitkan sesuai

Ketentuan dan
Perundang-undangan

aerah dari De:fm#s;mp;l ke Kota
Al o
[ Arah Kebijakan

R

e

TUJUA, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Lol o

ISR S e

o
Percepatan Rumah
Layak Huni bagi
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
Pengentasan
Kawasan Kumuh di
Kabupaten Tanjung

Jabung Barat

TAHUN 2021-2026 G




6.1

BAB VI

Program dan Kegiatan

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perumahan da
Tanjung Jabung Barat tahun 2021

dalam program dan kegiatan dimana program merupakan inst

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
dikoordinasi oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran d
Program adalah rangkaian keg

isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang

berkesinambungan. Dengan d

penyusunan program Perumahan dan Kawasan Perm

akan terus berlanju

Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

~2026 yang telah diuraikan tersebut akan dimplemen
oleh instansi pemerintah atau kegiatan masy
iatan yang disusun secard sistematis be

emikian, maka program untuk tahun 202

t dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

n Kawasan Permukiman Kabupaten

tasikan ke

rumen kebijakan yang berisi satu

arakat yang

an tujuan yang telah ditetapkan

rdasarkan isu-

dilaksanakan secara bertahap dan

1 — 2026 kedepan,

ukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat

gka Menengah

M

RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERM
UKIMAN TAHUN 2
021 - 2026

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:
No Tujuan Sasarap Int.iikafor Program Kegiatan
Strategis kinerja
1 | Terwujudnya | Tersedianya Persentase rumah | Program P i
_ endataan Penyediaan
Kawasan Perumahar) l_ayak huni dalam | Pengembangan | dan Rehabilitasi )l/Qumah
(F;:r:umahan Layak Huni | lingkup perumahan Perumahan Korban Bencana atau
=5 swadaya Relokasi Program
Tt Kabupaten/Kota
e Sosiglisasi dan
Persiapan Penyediaan
dan
Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
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Pembangunan dan

Rehabilitasi Rumah
Korban
Bencana atau Relokasi
Program
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin
Pembangunan dan
Pengembangan
Perumahan
Program Pencegahan
Perumahan Perumahan dan
Dan Kawasan | Kawasan
Permukiman Permukiman  Kumuh
Kumuh pada Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya | Persentase Program Urusan
infrastuktur | perumahan  yang | peningkatan Penyelenggaraan PSU
dasar terfasilitasi PSU prasarana, Perumahan
perumahan sarana
dan dan utilitas
permukiman umum (psu)
Persentase Program Penerbitan Izin
Penurunan Kawasan Pembangunan dan
Kawasan Permukiman Pengembangan
permukiman Kawasan Permukiman
Kumuh di bawah 10 Penataan dan
Ha Peningkatan  Kualitas
Kawasan
Permukiman  Kumuh
dengan Luas di Bawah
10
sepuluh) Ha
Peningkatan  Kualitas
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh) Ha
Meningkatnya | Persentase Program Sertifikasi dan
pelayanan, registrasi dan | peningkatan Registrasi bagi Orang
sertifikasi, sertifikasi yang | pelayanan atau Badan
kualifikasi, diterbitkan  sesuai Sertifikasi, Hukum yang
kia§iﬁka§i dan | Ketentuan dan | kualifikasi, Melaksanakan
bnﬂagnstras: Perundang- klasifikasi, dan Perancangan dan
peri?r?ahan undangan Registrasi Perencanaan  Rumah
per g:jri(r‘rgl]ahan % :F;)erta Perencsanaan
: N | Frasarana, Sarana dan
permukiman Kawasqn Utilitas Umum PSU
permukiman Tingkat Kemampuan
Kecil
e ——————

RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIM ag TAHUN 2021 202'-""———-5
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r A Kerangka Pendanaan
Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta mencapai farget sasaran utama sebagaimana

disebutkan dalam bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai.

Rerikut kontribusi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap Program

strategis dan Pendanaan terhadap RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

W “EATS T PRt e O A A T
RENSTRA DINAS PERU '
MAHAN DAN KAWABAN PERMUKIMAN TAHUN 2031 - 2026 4
5
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KINERJA FENTELENGGARAAN BIUANG URUSAN

Berikut ini adalah rumusan penjabaran indicator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan
permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara lamngsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator Kinerja

Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung

Barat ditampilkan dalam table berikut:

RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2021 - 2026
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BAB Vili

PENUTUP

Rencana strategis Dinas yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan
permukiman. Untuk itu periu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku di
sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman. Komunikasi yang intensif yang didasar semangat

kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan Perumahan dan

‘‘‘‘‘

Kawasan Permukiman dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oien seluruh masyarakat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum SKPD, Stakeholders menyampaikan

masukan tentang prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rancangan RENJA tersebut kemudian dibahas dalam

Musrenbang Kabupaten. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkab untuk

menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Kerja Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomi Renstra Dinas dan
hasil Musrenbangkab/RKPD final. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi dasar
evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan

dan harapan Kepala Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten tanjung Jabung Barat.

Sebagai Dokumen Pemcanaan Jangka Mengengah, Renstra ini harus dijadikan Pedoman
untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas serta rencana-rencana Kerja Bidang di Lingkungan
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada akhimya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Rencana
Strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk

melaksanakan kegiatan kita sesual dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan

RENSTRA DINAS PERUM
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Lsipasi  aktif seluruh Pejabat dan Staf serta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kita

perlukan, agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhimya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan

bimbinganNya kepada kita sekalian. Amin Ya Robbal Alamain.

M
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